R ALA ARSI NABILNAL
REIM BN INIRNESLA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
b.
C.
Mengingat 1.

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, transparansi, dan menjamin persaingan
yang schat dalam kegiatan Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah di lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

bahwa dengan telah ditetapkan Satuan Kerja Kuasa
Pengguna Anggaran di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia, diperlukan panduan teknis satuan
kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa menurut ketentuan dan tata cara yang dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071},

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56005);

4. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286},

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 501), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 391);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA.



BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang

dimaksud dengan:

1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Arsip Nasional
Republik Indonesia yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di
Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di
lingkup Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK,
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP
adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan harang/jasa di lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan  barang/jasa yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup
lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi 1krar
untuk menccegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi,

dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakat, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan vang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa
langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui
Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha yang mermenuhi

kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam



19.

undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif vang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian bailk langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah

21.

22.

23.

24.

20.

Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi
yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK /Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesual dengan ketentuan perundangundangan.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
ditkuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar
pada sistem pengadaan secara clektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang
telah ditentukan.

Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi
elektronik vang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informast elektronik yang terkait dengan informasi

pengadaan Barang/Jasa secara nasional  yang



dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

26. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat
ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas
negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota

negara.

Pasal 2

(1) Maksud Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai
pedoman bagi satuan kerja di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia dalam melakukan pengadaan
barang/jasa.

(2) Tuwjuan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, untuk:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
yang schat; dan

c. meningkatkan efisiensi proses pengadaan.

(3) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia, meliputi:

a. penunjukan langsung;

b. pengadaan langsung barang, jasa konstruksi dan jasa
lainnya;

¢c. pengadaan langsung jasa konsultan; dan

d. pengadaan langsung secara elektronik

(e- purchasing/e-katalog).

BAB II
PERSYARATAN UMUM PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 3
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa wajlb memenuhi persyaratan sebagai berikut:



memenuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha;

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis
dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagal
penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 {empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali bagi penyedia barang/jasa yang baru berdirl
kurang dari 3 (tiga} tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan
barang/jasa,

dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan
kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai
perjanjian kerja sama operasi/ Kkemitraan yang
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut;

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang
sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi
kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk usaha non-kecil;

memiliki kemampuan dasar (kd) untuk usaha
nonkecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa
konsultansi,

khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan
jasa  lainnya, harus  memperhitungkan  sisa
kemampuan paket (skp);

tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam
penngawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direkst
yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanks1 pidana, yang
dibuktikan dengan  surat  pernyataan  yang
ditandatangani penyedia barang/jasa;

memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah

memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;



secara hukum  mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan dir1 pada kontrak; dan

memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan menandatangani pakta

integritas.

(2) Bagi penyedia barang/jasa orang perorangan, persyaratan

tidak meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i.

(3) Pegawail Arsip Nasional Republik Indonesia dilarang

menjadi penyedia barang/ jasa.

(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia

Barang/Jasa.

BAB III
ETIKA PENGADAAN

Pasal 4

(1) Para Pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia wajib

mematuhi etika pengadaan, sebagai beritkut:

4.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa;

bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar
kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen
pengadaan barang/jasa yang seharusnya
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung untuk mencegah dan menghindari
terjadinya persaingan tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesual dengan

kesepakatan tertulis para pihak;



(2)

(1)

(2)

(3)

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, langsung
maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
barang/jasa (conflict of interest);

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan
barang/jasa,;

g. menghindari dan  mencegah I:;enyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau ftidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang
diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.

Selain mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Para Pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan  Arsip  Nasional Republhk Indonesia,

diwajibkan untuk memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa.

BAB IV
PERSYARATAN UMUM PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 5
Pelaksana pengadaan di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK}; dan
b. Pejabat Pengadaan.
Persyaratan, tugas pokok dan kewenangan pelaksana

pengadaan di Lingkungan Arsip Nasional Republik
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Indonesia mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan pengelolaan barang dan jasa.

{4) Terhadap pengadaan barang/jasa di bidang teknologi
informast dan komunikasi, penyusunan rencana
pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan hasil
kajian yang dilakukan oleh unit yang membidangi data
dan informasi.

(3) Terhadap pengadaan barang/jasa di bidang prasarana
dan sarana kearsipan harus memiliki spesifikasi pada
kualitas pengelolaan arsip jangka panjang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN

Paragraf Kesatu

Persiapan

Pasal 6

(1) PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan sesuai
dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, yang
meliputi:

a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK];
b. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
c. rancangan kontrak.

(2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk
pengadaan barang sampai dengan nilai Rp200.000.000
(dua ratus juta rupiah) kepada Pejabat Pengadaan sebagai
bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

(3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
yang terdir1 atas kegiatan:

a. penetapan metode pengadaan, yang meliputi:
1. pelaksanaan diutamakan melalui pembelian
langsung secara elektronik dengan e-purchasing;
2. penetapan metode pengadaan dilakukan dengan

pertimbangan jenis barang/jasa, nilai



(1)

(2)

(3)

11 -

pengadaan, ketersediaan dalam katalog
elektronik dan prinsip pengadaan; dan

3. penyampalan dokumen untuk pengadaan
langsung adalah dengan menggunakan metode
satu sampul.

b. Penetapan metode penilaian kualifikasi, meliputi:

1. Prakualifikasi merupakan proses penilaian
kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan
penawaran;

2. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan
langsung, dikecualikan untuk  pengadaan
langsung barang/jasa lainnya; dan

3. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat

tidak dilakukan untuk Pengadaan Langsung.

¢c. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/

Jasa Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung
diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan;
dan

d. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa yang
terdinn dari dokumen kualifikasi dan dokumen

pemilihan,

Paragraf Kedua

Penunjukan Langsung

Pasal 7
Penunjukan langsung vang dilakukan oleh pejabat
pengadaan merupakan penunjukan langsung pengadaan
barang dan jasa.
Penunjukan langsung bagi jasa konsultan dilakukan
oleh Kelompok kerja ULP.
Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi

khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.



(4)

(5)

(1)
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Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1
(satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang dinilan mampu melaksanakan pekerjaan
dan/atau memenuhi kualifikasi.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik
teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang
sesual dengan harga pasar yang berlaku dan secara

teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan

Penunjukan Langsung terhadap Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1. Pertahanan negara;

2. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non
alam dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana;dan/atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana vyang
dapat menghentikan kegiatan pelayanan
publik.

b. Pekerjaan penyelenggaraan penylapan konferensi
yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional dan dihadirt oleh Presiden/Wakil
Presiden;

c. Kegiatan menyangkut pertahanan negara vyang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan
yang menyangkut keamanan dan Kketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik indonesia;



(2)
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d. Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen

dan/atau perlindungan saksi sesual dengan tugas
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; atau

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak
yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang menjadl pemenang pelelangan

untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruks: khusus/

Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan

dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3} huruf b, meliputi:

a.

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang
ditetapkan pemerintah;

Pekerjaan Konstruks: bangunan yang merupakan
satu kesatuan sistem Kkonstruksi dan satu kesatuan
tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang
secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks yvang hanya dapat dilaksanakan
dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada
1 (satu) Penyedia yang mampu,

Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat
dan alat kesehatan habis pakal dalam rangka
menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan
peningkatan pelayvanan kesehatan masyarakat yang
jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di lmdang kesehatan;
Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga
khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan
secara luas kepada masyarakat;

sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;



(1)
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lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa
ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan
ketentuan dan tata cara pembayaran serta
penyesuaian harga yang dapat
dipertanggungjawabkan; atau

Pckerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan -Rendah yang dilaksanakan oleh

pengembang/developer yang bersangkutan.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penunjukan Langsung

Pasal 9

Tata Cara Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh

pejabat pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

d.

Kelompok Kenja ULP/Pejabat Pengadaan
mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen
Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada
Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi
kualiikasi untuk  mengerjakan pekerjaan
tersebut;

Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen
Kualifikasi;

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi
sepert1 pada Pelelangan Umum;

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
melakukan pembuktian kualifikasi seperti pada
Pelelangan Umum;

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
memberikan penjelasan; dan

Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran
dalam 1 (satu} sampul yang berisi dokumen
administrasi, teknis, dan harga secara langsung
atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
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Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuka
penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis,
dan harga dengan sistem gugur.

Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga
yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi
syarat, Kelompok Kerja ULP/Pegjabat Pengadaan
mengundang Penyedia lain.

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun
Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung vang
memuat:

a. nama dan alamat Penyedia;

b. harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi dan harga hasil negosiasi;

Nomor Pokck Wanb Pajak (NPWP);

unsur-unsur yang dievaluasi;

keterangan lain yang dianggap perlu; dan

- oo o0

tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pasal 10

Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia berdasarkan
Bernita Acara Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai
sampal dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia berdasarkan
Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai
sampal dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang
untuk nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) kepada PA yang ditembuskan kepada PPK dan
APIP.

Kelompok Keria ULP/Pejabat Pengadaan
mengumumkan hasil penetapan Penyedia vang

ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website Arsip
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Nasional Republik Indonesia dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat, yang memuat:

a. uraian singkat pekerjaan;

b. nama, NPWP, dan alamat Penyedia; dan

c. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil
negosiasi.

(9} Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada
APIP Arsip Nasional Republik Indonesia apabila dalam
proses Penunjukan Langsung menemukan bukti
penyimpangan prosedur dan/atau KKN.

(6) PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang

jasa dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.

Pasal 11

(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
melaksanakan pengadaan langsung barang, jasa
konstruksi dan jasa lainnya.

(2) Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan

jasa.

Paragraf Keempat

Tata Cara Pengadaan Langsung

Pasal 12
(1) Tata Cara Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh
pejabat pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia
untuk pengadaan yang menggunakan bukti
pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain:

I. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan
Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses
pengadaan langsung;

2. Kecuali untuk jasa konstruksi, Pejabat
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Pengadaan dapat memerintahkan seseorang
untuk melakukan proses pengadaan langsung
untuk barang/jasa lainnya yang harganya
sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi
sekurang-kurangnya meliputi:

a) memesan barang sesual dengan
kebutuhan atau mendatangi langsung ke
penyedia barang;

b) melakukan transaksi;

c) menerima barang;

d} melakukan pembayaran;

e) menerima bukti pembelian atau kuitansi; dan

f) melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

b. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga,
antara lain melalui media elektronik dan/atau

non-elektronik;

(2} Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan

(3)

(4)

kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dapat

dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan

Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.

Pejabat Pengadaan meneliti dan

mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung

dan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada

PPK.

Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi

serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia

untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi

antara lain:

a. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga,
antara lain melalui media elektronik dan/atau non-

elektronik;

b. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan

kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber

informasi yang berbeda;

c. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia
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yang diyakini mampu untuk menyampaikan
penawaran administrasi, teknis, dan harga;
undangan dilampirl spesifikasi teknis dan/atau
gambar serta dokumen-dockumen lain vyang
menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
Penyedia yang diundang menyampaikan
penawaran administrasi, teknis, dan harga secara
langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan
dalam undangan;

Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan
mengevaluasi administrasi dan teknis dengan
sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan
negoslast harga untuk mendapatkan Penyedia
dengan  harga vyang  wajar serta  dapat
dipertanggungjawabkan;

Negosiasl harga dilakukan berdasarkan HPS; dalam
hal negosiasl harga tidak menghasilkan
kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan
gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
dengan mengundang Penyedia lain;

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

1. nama dan alamat Penyedia;

2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil
negosiasi;

. unsur-unsur vang dievaluasi (apabila adal);

hasil negosiasi harga (apabila ada);

. keterangan lain yang dianggap perlu; dan

o Ul bW

tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti
perjanjian dengan ketentuan:

1. Bukt1 pembelian dapat digunakan untuk
Pengadaan vyang Dbernilai sampai dengan

Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah};
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2. Kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan
vang bernilai sampai dengan RpS50.000.000,00
(ima puluh juta rupiah); atau Surat Perintah
Kerja (SPK)} dapat digunakan untuk Pengadaan
vang bernilal sampail dengan Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiahj.

Paragraf Kelima

Pengadaan Langsung Jasa Konsultan

Pasal 13

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi dilaksanakan

dalam rangka Pengadaan Jasa Konsultans: yang

merupakan kebutuhan operasional ANRI yang benilai
sampal dengan Rp50.000.000,00 (lma puluh juta
rupiah).

Pengadaan Jasa Konsultans:t di lingkungan ANRI

meliputi, namun tidak terbatas pada:

a. Jasa rekayasa {engineernng),

b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design}
dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan
Konstruksi;

c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design),
dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain
Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi,
pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan,
kelautan, lingkungan  hidup, kedirgantaraan,
pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan
sumber daya manusia, pariwisata, pos dan
telekomunikasi, pertanian, perindustrian,
pertambangan, dan energi;

d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa
penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis,
konsultan manajemen, dan konsultan hukum; dan

¢. Pekenaan survel yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
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Pasal 14

(1) Tata Cara Pengadaan Langsung jasa konsultan yang

(2)

dilakukan oleh pejabat pengadaan dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

a.

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan
pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan
beserta biayanya, antara lain melalui media
elektronik maupun nonelektronik;

Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan
kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi
yang berbeda;

Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yvang
diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, biaya, dan formulir isian
kualifikasi;

Undangan dilampiri Kerangka Acuan Kerja, dan
dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan
yang dibutuhkan;

Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, dan biaya secara langsung
sesuai Jadwal yang telah ditentukan dalam
undangan; dan

Pejabat Pengadaan membuka penawaran,
mengevaluasi, melakukan Kklarifikasi teknis dan

negosiasi biaya pada saat penawaran disampaikan:.

Ketentuan negosiasi biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} huruf e, dilaksanakan sebagai berikut:

a.

dilakukan berdasarkan HPS, untuk memperoleh
kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan
tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai
sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan
Penyedia;

dalam hal negosiasi biaya tidak menghasilkan
kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal
dan diadakan Pengadaan Langsung ulang; dan
Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil

Negosiasi Biaya.
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Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

a. uralan singkat pekerjaan;

b. nama peserta;

c. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi;

d. unsur-unsur yang dievaluasi;

e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan

f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan menyampatkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung kepada PPK selanjutnya PPK
melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian.
Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung

diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.

Pasal 15
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
melaksanakan E-Purchasing melalui aplikasi

E-Purchasing pada SPSE.

Prosedur pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan

jasa.

BAB VI
PELAKSANAAN KONTRAK/ SPK

Pasal 16
Pelaksanaan kontrak/SPK dilakukan melalui tahapan:
a. Penandatanganan SPK; dan
b. Pelaksanaan SPK.
Pejabat Pengadaan menyampailkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar
untuk menerbitkan SPK.
PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK vang
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf

serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK
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(4) Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu
sekurang-kurangnya 2 {dua) SPK asli, terdiri dari:

a. SPK ash pertama untuk PPK dibubuhi materai pada
bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa
lainnya;

b. SPK asli kedua untuk penyedia jasa lainnya
ditbubuhi materai pada bagian yang ditandatangani
oleh PPK; dan

c. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai,
apabila diperlukan.

(9) Pihak yang berwenang menandatangam SPK atas nama

Penyedia sebagai berikut:

a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;

b. penerima kuasa dari direktur wutama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar;

c. pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan
perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/
karyawan perusahaan/ karyawan Kkoperasi vyang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yvang sah dari
direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus
koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atan

d. kepala cabang perusahaan vang diangkat oleh kantor

pusat.

Pasal 17
(1} Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuail dengan volume, spesifikasi teknis dan

harga yang tercantum dalam SPK.
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PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila
dipersyaratkan).

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum

dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 18
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang
terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan
jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban
untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang
disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh
penyedia.

Pasal 19

PPK akan memeriksa seftap hasil pekerjaan penyedia dan
memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap
cacat mutu vang ditemukan.

PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji
peckerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat
mutu.

Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6

(enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 20
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak,

bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
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dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan
SPK.

Semua pengeluaran perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) telah termasuk dalam harga SPK.

Pasal 21
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau
mensubkontrakkan sebaglan atau seluruh pekerjaan,
kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan
tertentu.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat

peleburan (merger) atau akibat lainnya.

Pasal 22
SPK berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh
para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam
SPMK.
Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja
yang tercantum dalam SPMK.
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
yang ditentukan.
Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai  jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

Pasal 23

Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi

sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan

untuk:

a.

semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunyai
risitko  tinggl  terjadinya  kecelakaan, pelaksanaan

pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
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atas segala nisiko terhadap Kkecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya; dan

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam

penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

Pasal 24
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya.
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,
semua rsiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan
inl, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam persyaratan.
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan
atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama
Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan
harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan

tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 25
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.
Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada
pthak ketiga wuntuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia.
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Unit kerja yang membidangi data dan informasi
berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan bidang teknologi
informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh

penyedia.

Pasal 26

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu
maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut.

Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba

tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

Pasal 27

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
vang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk merekam kegilatan pelaksanaan proyek, PPK
menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi

pekerjaan.

Pasal 28

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan
pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesual dengan program mutu, serta menyelesaikan
pekerjaan paling lambat pada tanggal penyelesaian yang
ditetapkan dalam SP.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian

bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
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atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa
Kompensasi, PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti
rugl.

Denda atau ganti rugl tidak dikenakan jika Tanggal

Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk

diperpanjang.

Pasal 29
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan.
Dalam  rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK
menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia.
Dalam hal Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdapat kekurangan atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas
perintah PPK.
PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen)
dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan
Sertiikat Garansi sebesar 5% (lima persen) dari harga
SPK.
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini

adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Pasal 30
Penyedia dengan jaminan pabrikan menjamin bahwa
selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Jasa Lainnya

tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh
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tindakan atau kelalaian Penvedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kenja.

PPK akan menyampakan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa
Lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan tersebut.

Jika Penvedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa
Lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu vang
ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan
yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalu
pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan
perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan
atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim vyang
diajukan secara tertulis oleh PPK.

Selain PPK mewajibkan penggantian biaya, Penyedia
yang lalai memperbaiki cacat mutu dapat dimasukkan ke

dalam daftar hitam,

Pasal 31

SPK hanya dapat diubah meialui adendum SPK.

Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh

para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal
yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubah hingkup pekerjaan dalam SPK;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat
adanya perubahan pekerjaan; dan

c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan
pekerjaan  dan/atau  perubahan  pelaksanaan
pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat

membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas

usul PPK.
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Pasal 32

Peristiwa Kompensast dapat diberikan kepada penyedia

dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan,;

b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal vang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan vyang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan  pelaksanaan
pckerjaan;

g. PPK memerintahkan wuntuk mengatasi kondist
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan
disebabkan oleh PPK; dan

h. ketentuan lain dalam SPK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran

tambahan dan/atau  keterlambatan  penyelesaian

pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugt hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data

penunjang dan perhitungan kompensasi vang diajukan

oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesalan pekerjaan hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia
kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugt dan/atau

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
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dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak

Peristiwa Kompensast.

Pasal 33
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
PPK Dberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara
tertulis.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalul  adendum SPK jika perpanjangan tersebut
mengubah Masa SPK.
PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis

yvang diajukan oleh penyedia.

Pasal 34

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan

sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar

kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan
untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini
harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil
pekerjaan sementara dan peralatan; dan

c. biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia

atau pihak PPK.

Pemutusan SPK melalul pemberitahuan tertulis dapat

dilakukan apabila:
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a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan,

tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua

puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa

persetujuan Pengawas Pekerjaan;

d. penyedia berada dalam keadaan pailit;

e. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat

Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat

kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima
persen) dar1i harga SPK dan PPK menilai bahwa
Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa

pekerjaan;

g. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk

menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan,
dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari;

h. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran

tagthan angsuran sesuai dengan yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SPK;

1. penyedia terbukti melakukan KKN, Kkecurangan

dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh
instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan

penyedia:

a. penyedia membayar denda; dan/atau

b. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
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pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
a. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan dengan [sistem
bulanan /sistem termin/pembayaran secara
sekaligus;

c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan
pajak;

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan

selesai 100% (seratus persen} dan Berita Acara

penyerahan pekerjaan diterbitkan.

PPK dalam kurun waktu 7 {tujuh) har kerja setelah

perigajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus

sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

(PPSPM).

bila terdapat Kketidaksesualan dalam perhitungan

angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda

pembayaran.

PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan

perhitungan prestasi sementara dengan

mengesampingkan hal yang sedang menjadi perselisihan.,

Pasal 36
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera
janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK

ini.
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PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

Pasal 37

Penyelesaian Perselisthan PPK dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisthan vang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama
atau setelah pelaksanaan pekerjaan.

Jika persehsihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik

Indonesia.

Pasal 38
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan
kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SPK ini.
Penyedia menyetujul bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK

1111.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan kontrak/SPK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 sampal dengan Pasal 38 berlaku secara

rmmutatis mutandis bagi kontrak pengadaan jasa konsultan.

Pasal 40

Format standar pengadaan langsung, pengadaan barang dan

jasa lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 41
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2¢ November 2018

KEPALA ARSIP NASIO REPUBLIK INDONESIA,

s/

MUSTARI IRAWAN



LAMPIRAN

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2. TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG,
PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG/LS
DIATAS 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI E-KATALOG;

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG /LS
DIATAS 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI BARANG:

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG/LS
SAMPAI DENGAN 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI E-
KATALOG;

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG/LS
SAMPAI DENGAN 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI
BARANG;

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG/LS
SAMPAI DENGAN 50.000.000,- {LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI JASA
LAINNYA; DAN

. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG/LS
PENUNJUKAN LANGSUNG BAGI JASA LAINNYA.



1. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN

LANGSUNG/LS DIATAS 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI
E-KATALOG

(kop surat satker)

SURAT PESANAN
(PERMINTAAN PEMBELIAN)
Nomor: .......... [Nomor Surat Pesanan]

Paket Pekerjaan: .......... [Nama Paket Pekerjaan]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S—— [Nama Pejabat PPK]
NIP. ! <eeeeen. [INIP Pejabat PPK]
Jabatan ... .[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
Alamat L enannsmes [Alamat Satker]
Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/jasa pada Kantor .......... [Nama Satker] selanjutnya disebut

sebagai "Pihak Pertama/Pemesan"

berdasarkan Kontrak Payung Penyediaan Produk Omnline Shop .......... [Nomor Kontrak] Tahun
.......... [Tahun Kontrak] yang telah di tanda tangani penyedia di .........[Tempat ditandatangani
Kontrak] pada hari ......... .[Hari ditandatangani Kontrak]| tanggal .......... [tanggal,bulan,tahun], bersama
ini memerintahkan:

Nama Penyedia : .......... [Nama Penyedia]

Alamat Penyedia : ..........[Alamat Penyedia]

selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua/Penyedia"

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang vang dipesan adalah sebagai berikut:

i

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerja;
3. Waktu  penyelesaian: selama.......... Jlangka  Waktu Pelaksanaan Pekerjaan] sejak
Penandatangan Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia.

4. Alamat pengiriman DArANE | wcuacsisssssmssisisssasni
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.
v Tempat], .......... [tanggal,bulan,tahun]
Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Kantor
Untuk dan AtasNama e [Alamat Satker]
.......... [Nama Penyedia], Pemesan,
.......... [Nama Pejabat] .eeeeneee. [INamMa Pejabat]
.......... [Nama Jabatan|] cvereene.[Nama Jabatan PPK]

NIP. .......... [NIP Pejabat]



(kop surat sather)

BERITA ACARA HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NORIOYL :.......... [Nomor Berita Acara]
Pada hari 1ni........[Hari ditandatangani Berita Acara] tanggal.........[Tanggal ditandatangani Berita
Acara] bulan.......... [Bulan ditandatangani Berita Acara] tahun.......... [Tahun ditandatangani Berita
Acaral, bertempat di.......... [Nama Satker], .......... [Alamat Satker], telah diadakan evaluasi penawaran
pengadaan barang/jasa sbb :
- Nama pekerjaan o [Nama Paket Pekerjaan]
- Satker I eeeenoe|Nama Satker]
- Metode pengadaan :  e-katalog
HASIL EVALUASI :
NAMA HASIL
PENYEDIA BARANG/JASA EVALUASI
) G [Nama Penyedial LULUS/TIDAK LULUS
Keterangan :
V—Memenuhi.

X =Tidak memenuhi

Berdasarkan hasil evaluast di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa telah melakukan klarifikasi
dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan dengan hasil sebagai berikut:

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap Penawaran sebagat berikut:

NOMOR dan JANGKA HARGA HARGA
NAMA TANGGAL WAKTU PENAWARAN SETELAH
PENYEDIA BARANG/JASA SURAT PELAKSANAAN (Rp) NEGOSIASI
PENAWARAN (Rp)
N o | F: T4 ¢
O [Nama Penyedia] |-[Nomor & Waktu

Tanggal 1D RF........... Rp..cooooennn

Pelaksanaan

Paket] .
Pekerjaan]

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT FENGADAAN BARANG/JASA

No Nama Jabatan Tanda Tangan
. Pejabat Pengadaan .
| N [Nama Pejabat] barang/Jasa | [Tandatangan Pejabat]




(kop surat satker)
BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : .......... [Nomor Berita Acaral
Pada han mi.......[Hari ditandatangani Berita Acaral tanggal.......... [Tanggal ditandatangani Berita
Acaral] .......... [Bulan ditandatangani Berita Acaral] tahun.......... {Tahun ditandatangani Berita Acaral,
bertempat di.......... [Nama Satker], .......... [Alamat Satker], telah dilaksanakan proses Pengadaan melalui
¢-Katalog untuk pekerjaan..........INama Paket Pekerjaan] pada .......... [Nama Satker], dan berdasarkan
Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi ditetapkan hasil pengadaan langsung sbb:
- Penyedia barang/jasa ........... [Nama Penyedia]
- Alamat reveneees |Alamat Penyedial
- NPWP T eeeneeeans [NPWP Penyedia]
- Harga setelah negosiasi ........... [Total Harga Setelah Negoisasi] (Terbilang..........[Total Harga

Setelah Negoisasi)).

Biaya pekeryaan tersebut sudah termasuk pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

.......... (Tempatl, ..........[tanggal bulan,tahun]

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

.......... [Nama Pejabat]
NIP. .......... [NIP Pejabat]



(kop surat satker)

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG /JASA
Nomor ; .......... [Nomor Berita Acaral

Berdasarkan Berita Berita Acara Hasil Pengadaan dengan e-Katalog No........... (Nomor Berita Acaral
tanggal.......... [Tanggal Berita Acaral

Pejabat Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabatan PPK] Satker.......... [Nama Satker] menunjuk :
- Penyedia barang/jasa ........... [Nama Penyedia]

- Alamat feeeeeeee.[Alamat Penyedial

- NPWP revneeenn, NPWPF Penyedial

sebagal pelaksana pekerjaan :

- Nama pekerjaan ... [Nama Paket Pekerjaan]

- Biaya pekerjaan ... [Total Harga Paket] (Terbilang : .......... (Total Harga Paket]).

dengan ketentuan :

1. Biaya pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak sesuai peraturan perundangan yang beriaku,

2. Biaya pekerjaan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Satker.......... [Nama Satker] Tahun
Anggaran.......... [Tahun Anggaran]

.......... [Tempatl], ..........[tanggal,bulan, tahun]
Pejabat Pembuat Komitmen
.......... [Nama Jabatan PPK],

.......... [Nama Pejabat]
NIF. .......... [NIP Pejabat]



(kop surat satker)

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor @.......... [Nomor SPK]
Berdasarkan :
Berita Acara Hasil Negosiasi No @ ... [Nomor Berita Acara) tanggal.......... [Tanggal Berita Acara] Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No : ..........[Nomor SPPBJ| tanggal.......... [Tanggzal SPPBJ]
Diperintahkan kepada . .......... {Nama Penyedial
Alamat D eveeeenes [Alamat Penyedia]
NPWP D evererrons [NPWP Penyedia)
Untuk segera melaksanakan pekerjaan :
- Paket pekerjaan ;... Nama Paket Pekerjaan]
- Nilai pekerjaan  : .......... Total Nilai Pekerjaan] (Terbilang : .......... | Total Nilai Pekerjaan])
- Waktu pekerjaan : .......... Jangka Wakiu Pelaksanaan Pekerjaanj

Sumber Dana ; DIPA Satker.......... [Nama Satker| Tahun Anggaran.......... [Tahun Anggaran]

Ketentuan :

. Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak sesuai

peraluran yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan pekerjaan.

. Perincian pekerjaan tercantum pada Lampiran Surat Perintah Mulai Ketja ini,

. Pekerjaan harus segera dilaksanakan mulai tanggal..........[Tanggal Mulai Dilaksanakan Pekerjaan], dan harus

diselesaikan selambat-lambatnya tanggal..........[Tanggal Selesai Pekerjaan]

. Serah terima pekerjaan dilaksanakan di lokasi..........[Nama Satker]......... [Alamat Satker]

. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan vang ditetapkan oleh pihak..........[Nama Satker]

. Cara pembayaran :

- Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.

- Penagihan ditwjukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker..........[Nama Satker], ..........[Alamat Satker].

- Pembavaran dilaksanakan melalul transfer Bank ke rekening.........[Nama Penyedia] dengan nomor rekening
c.......|NOmMOT Rekening| pada..........[Nama Bankj, ..........[Nama KCF/Cabang Bank]

7. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian pelaksana pekerjaan, maka pelaksana
pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1%o dari bitaya pekerjaan untuk setiap han
keterlambatan, dan apabila denda telah mencapai 5% dari biaya pekerjaan maka akan dilakukan pemutusan
hubungan kerja tanpa ganti rugl apapun.

L !

U1 o

corvenee TeMpat], ..........[tanggal bulan tahun]
FIHAK KEDUA, PIHAK KESATL!,
.......... [Nama Penyedia) ceeremm.]Nama Satker]
e[ N@mMa Jabatan], Fejabat  Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabtan
FPK]
.......... [Nama Pejabal] ........NAMA Pejabat|

NIP, .......... [NIP Pejabat]



Lampiran Surat Perintah Kerja
Nomor eevernnns [INomor SPK]

Tanggal evereens .[Tanggal SPK]

RINCIAN VOLUME DAN NILAI PEKERJAAN

NAMA DAN SPESIFIKASI TEKNIS HA RGA ONGKDS
NO BARANG / PEKERJAAN Volume |SATUAN| SATUAN KIRIM JUMLAH
| {Rp) (Rp} (Rp)

cieeeeeee [NOTOF Produk/Barang] 343 SRR

......... ANama Produk/Barang]

.......... {Spesifikasi Produk/Barang]
Sub totai RP i erereeme e e
Harga suctah termasuk PPN
Total (Rp.} RP o

Terbilang :,,,,,,,,[Total Hargal

oveeeen- [ Tempat], ... [tanggal bulan tahun]
FIHAK KEDUA, PIHAK KESATLU,
cveeen-INAMA Penyedial veeeemneo. IN2MA Satker)
... [ NAaIa fabatan], Pejabat Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabtan
PPK],
veererene[Nama Pejabatd |Nama Pejabat]

NIF. ........., [NIP Pejabat!




(kop surat satker)
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : .......... |[Nomor Berita Acara]
Tanggal : .......... [Tanggal Berita Acaral

Pada hari Ini, .......... [Hari ditandatangani Berita Acara) tanggal.......... [Tanggal ditandatangani Berita
Acara] .......... [Bulan ditandatangani Berita Acara) tahun.........[Tahun ditandatangani Berita Acaral,
kami yang bertanda-tangan di bawah ini :
. Nama Ve [Nama Penyedia]

Jabatan ! eeereeeer.|[Nama Jabatan] .......... [Nama Penyedia]

Alamat ! vereresens Alamat Penyedia

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama D oo [Nama PejJabat]
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Kontitnien.......... [Nama Jabatan PPK]
Alamat ! sl Alamat Satker]

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : .......... [Nomor Surat Pesanan] tanggal.......... [Tanggal Surat
Pesanan], kedua-belah pihak sepakat untuk mengadakan Penerimaan Hasil Pekerjaan, dengan

ketentuan sebagai berikut ;
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima
dari FIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan.........[Nama Paket Pekerjaan] .......... [Jumlah
Produk/Barang] ......... JJumlah dengan Huruf] unit/Buah ... [Jenis Produk/barang] Pada
.......... [Nama Satker] tahun.........[Tahun Anggaran] dalam keadaan baik, lengkap dan benar sesuai

Surat Pesanan.
Pasal 2

Dengan telah dilakukannya Penerimiaan Hasil Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menerima
pembayaran sebesar .......... [Total Harga] .......... [Total Harga Dengan Hurufl, yang akan dituangkan
dalam Berita Acara Pembayaran,

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.......... [Tempat],
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima Hasil Pekerjaan, ... [Nama Penyedial,
.......... [Nama Pejabat] ceeeeee [NAMA Pejabat)

NIP. .......... [NIP Pejabat] [Nama Jabatan)



Lamipiran [ BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor @ ... [Nomor Berita Acara)
Tanggal @ ... [Tanggal Berita Acara)
NAMA DANSPESIFIKASI TEKNES HASIL HASIL
NO BARANG /| PEKERIAAN Volume | SATUAN CEX V1) KETERANGAN
FISIK FUNGST
1 |.........[Nomor Produk/Barang]
.......... |Nama Produk/Barang]
.......... [Spesifikasi Produk/Barang]
FIHAK PERTAMA, FIHAK KEDUA,
.......... |Nama Pejabat] orere-..| N&MA Pejaball

NIP: .......... [NIF Fejabat]
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(kop surat satker)

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : .......... [Nomor Berita Acara]
Tangzal : .......... [Tanggal Berita Acara]
Pada hari 1ni, .......... [Hart ditandatangani Berita Acara] tanggal.........[Tanggal ditandatangani Berita
Acaral .......... [Bulan ditandatangani Berita Acaral tahun.......... [Tahun ditandatangani Berita Acara),
yang bertanda-tangan di bawah ini :
I.Nama ... [Nama PeJabat]
Jabatan  : Pejabat Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabatan PFK]
Kantor .......... [Nama Satker]
Alamat D veveeeeeo.[Alamat Satker]
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2Z.Nama ... [Nama PeJabat]
Jabatan D veererenes [Nama Jabatan] .......... [Nama Penyedia]
Alamat D eeeeeeens Alamat Penyedia]

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
A. Berdasarkan :

1. Nomor, Tanggal Surat Pesanan: .......... [Nomor Surat Pesanan] Tanggal..........[Tanggal Surat Pesanan]
2. Uraian Pekerjaan D e [Nama FPaket Pekerjaan]
3. Biaya Pekerjaan D eeeeeens |Total Harga Paket]
ceereeweee | TOAl Harga Paket Dengan Hurup)]
4. Berita Acara Serah Terima Nomor : .......... [Nomor Berita Acara] tanggal.......... [Tanggal Berita
Acara] antara Pejabat penerima Hasil Pekerjaan dengan .......... [Nama Penyedia]

B. Sesuai Berifa Acara Serah Terima pada Pasal 02 tentang Biaya Pekerjaan dan Mekanisme
Pembayaran, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas biaya pekerjaan/ pengadaan

dari PIHAK PERTAMA sebesar ......... [Total Harga Paket] .........[Total Harga Paket Dengan
Hurupl.

C. FIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan pada .......... [Nama Bank]
.......... [Nama KCP/Cabang Bank] atas nama ..........[Nama Penyedia]

Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
ceeereenns [Nama Penyedia], Pejabat Pembuat Komitmen

e [NAamMa Jabatan PPK],

.......... [Nama Pejabat] oonenJ]NAMA Pejabat]
.......... [Nama Jabatan] NIF : ..........INIP Pejabat]



RESUME KONTRAK
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(kop surat satker)

untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

10.
171.
12.

Nomeor dan tanggal DIPA
Kode Kegiatan/Output/Akun
Nomor SPK

Tanggal SPK

Nama Penyedia

Alamat Penyedia

Nila: SFK

Uraian Paket Pekerjaan

Cara Pembayaran
Rekening Bank

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tanggal Fenyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemehharaan

Ketentuan Sanksi

{atatan :

Apabila terjadi addendum kontrak,
data kontrak agar disesuaikan

dengan perubahannya.,

.......... [Nomor dan Tanggal DIFA]
e | KOdEe MAK]

.......... Nomor SPK]

.......... Tanggal SPK]

.......... [Nama Penyedia]

.......... [Alamat Penyedia]

.......... [Total Harza

.......... [Total Harga Paket Dengan HuruP]

.......... {Nama Bank] KCFP/Cabang.........[Nama KCP/Cabang

a.n, .......|Nama Penvedia)
ceeneenn faNgka Waktu Pelaksanaan]

Mulai tanggal ...[Tanggal Mulai Pekerjaan]

...[Tanggal Selesai Pekerjaan)

Selesal tanggal
.......... [Tanggal Selesai Pekerjaan)

Setiap hari keterlambatan pekerjaan dikenakan sanksi sebesar
171000 (satu per seribu) dari harga yang tertera dalam Surat
Perintah Kerja.

.......... [Tempat] oeeee [tANG AL bulan tahun]
Pejabat Pembuat Komitmen ..........[Nama Jabatan FPK]
voreenee [ INAMA Peiabat]

NIF: .........[NIP Pejabat]
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KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

Tahun Anggaran
Nomor Bukti
Mata Anggaran

ST [Tahun Anggaran]

D eenneenns [Nomor Bukti]
D eerenans [Kode MAK]

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen ..........[Nama Jabatan PPK]

Jumlah uang ...[Total Harga Paket]

Terbilang || ceveevens [ Total Harga Paket Dengan Hurup]

Untuk pembayaran Biaya .......... [Nama Paket Pekerjaan] sesuai Surat Pesanan Nomor:
.......... [Nomor Surat Pesanan] tanggal ..........[Tanggal Surat Pesanan]
dan BAST Nomor: .......... [Nomor Berita Acara} Tanggal .......... [Tanggal
Berita Acara]

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran | oo [Tempat], ..........[tanggal,buian,tahun]
Pejabat Pembuat Komitmen .......... [Nama |  .ovevrnnn [Nama Penyedia],

Jabatan PPK],

.......... [Nama PeJabat]
NIP. ..........[NIP Pelabat]

Materai 6000

.......... [Nama Pelabat}]
.......... [Nama Jabatan]

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik.
Pejabat yang bertanggungjawab,

.......... [Nama Pelabat]
NIP. ....oveee. [NIP PeJabat]
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2. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN LANGSUNG /LS
DIATAS 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BAGI BARANG

HPS
.......... [Nama Paket Pekerjaan]

No Nama Barang {(Jenis/Tipe) Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
Ukuran

]

2

3

4

5

Jumlah (Rp)
PPN 0%
Jumlah Total (Rp)
.......... [Tempat], ..........[tanggal bulan,tahun]

.......... {Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen)

.......... [Nama Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. .........[NIP Pgjabat Pembuat Komitmen]
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(kop sural satker)

Nomor L e e[ T EMPAL], .......... [tanggal,bulan,tahun]
Lampiran : ...

Hal . Undangan Pengadaan Langsung

Kepada Yth.

.......... [Nama Penyedia]

.......... [Alamat Penyedia]

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan D e [Nama Paket Pekerjaan]

Lingkup Pekerjaan L e [Nama Lingkup Pekerjaan]

Nilai Total HPS . Rp. ........[Nilai HPS}

Sumber Pendanaan :  APBN ........[Nama Satker] Tahun Anggaran ..........
2. Pelaksanaan Pengadaan

Kantor Y rieens[IN@MA Satker]

Alamat L e |Alamat Satker]

Telepon/Faksimili S, [Noemor Telepon dan Faksimili Satker]

Website D e {Alamat Email Satker]
3. Jangka Waktu Pelaksanaan D eeeenens [Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan]
4. Masa Berlaku Penawaran : 14 (empat belas) hari kalender

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal
pelaksanaan sebagai berikut :

No Kegiatan Tanggal Waktu

A Pemasukan Dokumen Penawaran
B Pembukaan Dokumen  Penawaran, Evalulasi,
Klarifikasi Teknis dan Neposiasi Harga

C Penandatanganan SPK

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di
atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

DemiKian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pengadaan

ceeerenne [ N@mMa Satker]

wvereenne] Nama Pejabat]
NIP, ... [NIP Pejabat)
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Daftar Kuantitas dan Harga
No Nama Barang {Jenis/Tipe) Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
Ukuran

1
2
3
4
5

Jumlah (Rp)

PPN 10%

Jumlah Total (Rp)

Pejabat Pengadaan
.......... [Nama Satker]

.......... [Nama Pejabat]
NIP. .......... [NIP Pejabat]
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BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor : ..........
Tanggal ; ..........
Nama Paket Pekerjaan e [Nama Paket Pekerjaan]
Niulai HPS ceeneenen | ND1AT HPS]
Tahun Anggaran ...
Pada hari ini ......... tanggal .......... tahun ......... , bertempat di ...

Barang/lasa Pemerintah di Lingkungan

[Nama Satker] Tahun Anggaran

.......,iNama Satker], saya selaku Pejabat Pengadaan
....... . yang diangkat berdasarkan Surat

Keputusan Kepala .........[Nama Satker] Nomor .......... Tahun .......... Tanggal .......... Tentang .........., telah melakukan
Evaluasi pada Paket Pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :
l. Evaluast Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi
No Uraian Hasil
l Evaluasi Kualifikasi coene-eo [ S€SURKTIdRK Sesuai]
2 Evaluasi Administrasi coreneeo] SeSUAITidak Sesuai]
Hasil Evaluasi = .......... [LULUS/TIDAK LULUS]
11. Evaluasi Teknis
No Uraian Hasil
1 Spesifikasi Teknis Barang ..........[Sesuai/Tidak Sesuai]
2 Jangka Waktu Pelaksanaan oo [S€5UAVTidak Sesuai)
Hasil Evaluasi = ......... [LULUS/TIDAK LULUS]
I11. Evaluast Harga
No Uraian Hasil Petunjuk Penilaian
I Evaluasi Harga Penawaran | ... [<atau > HPS] Lulus, jika harga penawaran
sesudah koreksi  aritmatik
tidak meiebihi HPS
2 Harga Satuan Timpang oo [AdafTidak  ada  harga | Evaluasi terhadap adanya
satuan yang timpang] harga satuan timpang
dilakukan dengan meneliti
harga satuan penawaran yang
> 1 10% HPS
3 Kewajaran Harga | ... [Wajar/Tidak wajar] Jika harga  penawaran
terkoreksi < 80% HPS,
lakukan klarifikasi
Hasil Evaluasi = .........[LULUS/TIDAK LULUS]

Pejabat Pengadaan
veneenen. [ INBMA Satker]

[Nama Pejabat]
NIP. ......... [NIP Pejabat]
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(kop surat satker)

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

—_—

Nomor : ...

Tanggal - ..........
Narmna Paket Pekerjaan D e [Nama Paket Pekerjaan]
Nilai HPS ! veeweee[Nil2i HPS)
Tahun Anggaran D veneeens
Pada hari ini ........ tanggal .......... tahun .......... , bertempat di .......... [Nama Satker], saya selaku Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan .......... [Nama Satker] Tahun Anggaran .......... . Yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala .......... [Nama Satker] Nomor .......... Tahun ......... Tanggal .......... Tentang .........., telah melakukan

Klarifikasi dan Negosiasi Harga kepada Calon Penyedia Paket Pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

No Calon Penyedia Klarifikasi Teknis Harga Penawaran Harga Negosiasi
(Rp) (Rp)

| coeneene[Nama Penyedial Spesifikasi Teknis

Uraian Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terlampir.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi yang telah dilakukan terhadap penawaran perusahaan, maka dengan ini kami
menyatakan bahwa harga tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaazn [Nama Penyedial

reeenns (Nama Pejabat] . [Nama Wakil Sah Penyedia]
NIP. .........[NIP Pejabat) .-.......| Jabatan Wakil Sah Penyedia)
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LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor ; ..........
Tanggal ; ..........
' No | Nama Barang HFPS Harga Penawaran Hasil Negosiasi
(Jenis/Tipe} | Vol. | Sat. Harga | Jumlabh | Vol. | Sat. Harga | Jumlah | Vol. | Sat. Harga | Jumlah
Ukuran } Satuan | (Rp) Ukuran | Satuan | (Rp) Ukuran | Satuan | (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
l
2
3
4
5
Jumlah (Rp)
PPN 10%
Jumlah Total (Rp)
Terbilan
Pejabat Pengadaan s [NAMa Penyedia]
.......... [Nama Pejabat] e[ N@mMa Wakil Sah Penyedia]
NIP. ........[NIP Pejabat] ... [Jabatan Wakil Sah Penyedia]
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor @ ..........

Tanggal ; ..........
Nama Paket Pekerjaan e (Nama Paket Pekerjaan]
Nilai HPS D e [Nilai HPS]
Tahun Anggaran L e
Pada hari ini .......... tanggal ........ tahun ..., . , bertempat di .......... [Nama Satker], saya selaku Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan ......... [Nama Satker] Tahun Anggaran ..., vang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala .........[Nama Satker] Nomor ....._.... Tahun .......... Tanggal ........., Tentang ........... telah menyusun dan

menetapkan Berita Acara Hasil Pengadaan Lan gsung untuk Paket Pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Sistem Pengadaan
I. Metode Pengadaan :  Pengadaan Langsung
2. Metode Evaluasi : Sistem gugur
3. Jenis Kontrak . Harga Satuan
IL. Hasil Evaluasi
No Penyedia Evaluast
Administrasi Teknis Harga
! eweeen [ NamaPenyedia) Lulus Lulus Lulus
111 Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya
No Penvedia Harga Penawaran Hasil Negosiasi Harga
Terkoreksi (Rp) (Rp)
| (NamaPenyedia] [ — — T
V. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan .......... [Nama
Satker] Tahun Anggaran .......... , berkesimpulan bahwa Peserta tersbut dibawah ini Memenuhi Syarat sebagal
penyedia :
Nama Penyedia . [Nama Penyedia]
Nama Direktur : coe-wev[Nama Direktur]
Alamat ; e[ Alamat Penyedia]
NPWP : cevereee. [NPWP Penyedia]
Harga Penawaran Terkoreksi crereenns
Harga Hasil Negosiasi D e, [Nilai Paket Pekerjaan]
Tetbilang D e
Pejabat Pengadaan
.......... [Nama Satker]

weeenn.[NAMa Pejabat]
NIP. ..........[NIP Pgjabat]
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(kop surat satker)
SURAT PERINTAH KERJA | SATUAN KERJA : ......[Nama Satker]
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
.......... tanggal ..........
Halaman .......... dari ..........
PAKET PEKERJAAN: .........[Nama Paket | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
Pekerjaan] LANGSUNG:
coeeeees tANEEAL L,
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENUNIUKAN
LANGSUNG:
eemnees, tANGEAL L,
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA . [Nama Satker]
Tahun Anggaran ...._....
Pada Kegiatan Instansi .......... , Kode Anggaran ..........

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

----------

NILAI PEKERJAAN

No. Nama Barang (Jenis/Tipe) Volume Sztlilraa?l Harga Satuan (Rp) Total {(Rp)
|
2
3
4
5
Jumfah |

Terbilang : [Terbilang] |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam
SPK int dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atay kelalaian penvedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda

terlampir.
Untuk dan atas nama ...._..... | Nama Satker] Untuk dan atas nama Penyedia
.......... [Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] weere....[NamMa Penyedia]
s [ NAMA Pejabat Pembuat Komitmen] oo Nama Wakil Sah Penyedia]
NIP. ........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen) | [Jabatan Wakil Sah Penyedia)
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Lh

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN * |
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu vang ditentukan, sesuai
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia,

PENYEDIA JASA MANDIR]I
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian vang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIK AN

1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa
yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. lika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yvang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan
tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peratatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian vang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memertksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu
yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji
pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6
(enam) budan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak. bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum
yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengetuaran perpajakan ini dianggap telah termasuk datam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia ditarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal vang ditetapkan dalam
SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

<. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK. maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
lerhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan alau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK} sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan fanggal penandatanganan berita acara
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11.

12

13.

14.

IS,

16.

17.

penyerahan akhir:

I) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil:

3} kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atay kematian pihak ketiga,

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
ristko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini,

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atan Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Muty maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi,

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek. PPK membuat foto-foto dokumentasi petaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewatiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal
Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan Jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak
untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tan ggal penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintazn secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan,

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

¢. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau  cacat  hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki‘menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasijl Pekerjaan.

PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

t) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah
lingkup pekerjaan dalam SPK:

2} perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3} perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul] PPK.

PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
I) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia:
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar. spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal vang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
3) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengunan ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertenty yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh
PPK;
8) ketentuan Jain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan penpeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
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18.

19.

Jika Perisiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

Cianti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

.

hka terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendumn SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang

diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

d.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah

o

dicapai, termasuk:
[} biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus

diserahkan oleh Penyedia kepada PPK. dan selanjutnya menjadi hak milik PPK:

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;

3) biaya langsung demobilisasi personil.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permnutusan SPK melalui

pemberitzhuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1} penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan:

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum datam
program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)
dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemaisuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atay

10)pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

Dalam hal pernutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) penyedia membayar denda; dan/atau

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

d.

EI-

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan:

Z2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan satuan paket Fullboard vang telah
dilaksanakan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara

penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan,

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah

mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran,

PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal

yang sedang menjadi perselisihan.

Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai pada no rekening perusahaan
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21.

22,

23.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan., Jika
persehisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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fkop surat satker)

SURAT PESANAN
Nomor: .........

Tanggal : .........

Paket Pekerjaan :

Yang bertandatangan dibawah ini -

Nama ! we...[Nama Pejabat Pembuat Komitmen]
Jabatan I we.....|Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen)]
Alamat e [Alamat Satker]

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor i e[ Nomor SPK]

Tanggal : _....[Tanggal SPK]

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia P e[ Nama Penyedial

Alamat D e, [Alamat Penyedia]

Dalam hal ini diwakili oleh : ... [Nama Wakil Sah Penyedia]

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia.
Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

l. Rincian Barang
No. Nama Barang (Jenis/Tipe) Volume Sﬁluraalrll Harga Satuan (Rp) Total (Rp)
]
2
3
4
3
Jumlah
2. Tanggal Terima Barang D [Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan,
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian L e [Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)
Dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal .........[Tanggal Selesai Pekerjaan]
5. Alamat Pengirim Barang ceennee.[Alamat Penyedia]
6. Denda : Terhadap setiap hari keterfambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan

dikenakan Denda keterlambatan sebesar 171000 (satu perseribu} dan Nilzi Kontrak
atau bagian tertente dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan
dan ketentuan kontrak.

Untuk dan Atas Nama
coe-een[NAMa Satker]
o[ Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

voreenno NAMA Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen]

Menerima dan Menyetujui Untuk dan Atas Nama
.......... [Nama Penyedia)

.......... [Nama Wakil Sah Penyedia)
.......... [Jabatan Wakil Sah Penyedia]
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(kop surat satker)
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : ..........
Tanggal : ..........
Pada hari ini kami yang bertandatangan dibawah ini :
l. Nama : .. [Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 1]
Jabatan © e [Nama Jabatan Tim Pengadaan Barang/jasa 1)
2, Nama : e [Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 2]
labatan D e [Nama Jabatan Tim Pengadaan Barang/Jasa 2]
3. Nama L e [Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 3]
Jabatan : . [Nama Jabatan Tim Pengadaan Barang/Jasa 3]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... _ [Nama Satker], yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
4. Nama . [Nama Wakil Sah Penyedial
Jabatan : wo.[Jabatan Wakil Sah Penyedia]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (Nama Penyedia), selanjutnya disebut sebagal PIHAK KEDUA.
Telah melaksanakan Pemeriksaan dan Serah Terima Barang sebagai berikut :
Nama Paket ! wuen..[Nama Paket Pekerjaan]
Nomor SPK ! eeree.{NOmor SPK]
Tanggal SPK ... [ Tanggal SPK]

Demikian Bertita Acara ini dibuat denga sebenarnya dan dalam rangka secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pihak Yang Menerima Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
.......... [Nama Penyedia)

[. [Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 1]

.......... [TTD]
2. «one--or[Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 2]

.......... [TTD]
3. cveree.[Nama Tim Pengadaan Barang/Jasa 3)

e ITTD]

o[ NaMa Wakil Sah Penyedia)
.......... [Jabatan Wakil Sah Penyedia)

Mengetahui,
.-oeer..[Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

vareem-. [NA@Ma Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen]
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(kop surat satker)
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Kem/Lembaga ;- Nomor D e,
Unit Organisasi I o [Nama Satker] Tanggal ;
Pekerjaan I e[ Nama Paket Pekerjaan
Nomor SPK D e [Nomor SPK]
Tanggal . e[ langgal SPK]
Lokasi ! eevenoo|LOKasi Satker]

Pada hari ini kami yang bertandantangan dibawabh ini :

l. Nama i eewennn[Nama Pejabat Pembuat Komitmen)]
Jabatan i .....[Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
Alamat I eeeeno[Alamat Satker]
Dalam hal ni bertindak untuk dan atas nama .........[Nama Satker], berdasarkan Surat Keputusan Kepala .......... [Nama
Satker] Nomor .......... Tahun .......... Tanggal .......... Tentang .........., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama ; e[ NaMa Wakil Sah Penyedia]
Jabatan ! eee.....[Jabatan Wakil Sah Penyedia]
NPWP I e[ Nomor NPWP Penyedia]
Alamat ! e [Alamat Penyedia]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .......... [Nama Penyedia], yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyetakan berdasarkan :

1. SPK
Nomor I e [INOmoOr SPK]
Tanggal : e[ Tanggal SPK]
2.  Berita Acara Serah Terima (BAST)
Nomor v [NOmor BAST]
Tanggal ! oeeno[T2anggal BAST]
PIHAK KEDUA telah berhak menerima Pembayaran sebesar Rp. .......... [Nilal Paket Pekerjaan]; (terbilang).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

..o [ Jabatan Pejabat Pembuat e Nama Penyedia) Pejabat Penpadaan
Komitmen]
.......... [Nama Pejabat Pembuat oeereees [ NaTNA Wakil Sah Penyedia) vene.[Nama Pejabat]
Komitmen]
NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat ..-.reo[JAbatan Wakil Sah Penyedia) NIP. ..........[NIP Pejabat]

Komitmen]



RINGKASAN KONTRAK

untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah mumi

el B R

10.
[1.
12.

Nomor dan tanggal DIPA
Kode Kegiatan/Output/Akun
Nomor dan tanggal SPK
Nama Penyedia

Alamat Penvedia

Nilai SPK / Kontrak

Uraian dan Volume Pekerjaan
{Cara Pembayaran

Rekening Bank Penyedia

Jangka Wakm Pelaksanaan

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan
Ketentuan Sanksi

Catatan :

Apabila terjadi addedum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya
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(kop surat satker)

creer..[NOmor DIPA] tanggal .......... [Tanggal DIPA]
coreeene | KOde Kegiatan/Qutput/ Ak un]

- e [Nomor SPK] tanggal .......... [Tanggal SPK]
.......... [Nama Penyedia]

ween.[Alamat Penyedia]

Rp. .........[Nilai Paket Pekerjaan],- (Terbilang)
e[ NaIna Paket Pekerjaan]

Sekaligus

eneeee.[Nama Bank/Kantor Cabang Penyediaj

.......... [Nomor Rekening Bank]

: 10 | TR [Nama Pemilik Rekening Bank]
e[ Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan]
mulat tanggal .......... sd. ...

----------

Setiap hari keterlambatan pekerjaan dikenakan sanksi sebesar 1/1000 (satu
per seribu) dari harga yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

oo TEempat}, ..........[tanggal bulan,tahun]
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
.vennns[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmeny,

.......... [Nama Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen]
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3. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN
LANGSUNG/LS SAMPAI DENGAN 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA
RUPIAH) BAGI E-KATALOG;

(kop surat satker)

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)
NOMOE ionis [Nomor Surat Pesanan]

Paket Pekerjaan: .......... [Nama Paket Pekerjaan]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama o [Nama Pejabat PPK]
NIP. J— .[NIP Pejabat PPK]
Jabatan ... [Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
Alamat b o [Alamat Satker]
Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/jasa pada Kantor .......... [Nama Satker] selanjutnya disebut

sebagai "Pihak Pertama/Pemesan"

berdasarkan Kontrak Payung Penyediaan Produk Online Shop .......... [Nomor Kontrak] Tahun
.......... [Tahun Kontrak] yang telah di tanda tangani penyedia di .........[Tempat ditandatangani
Kontrak] pada hari .......... [Hari ditandatangani Kontrak] tanggal .......... [tanggal,bulan tahun], bersama
ini memerintahkan:

Nama Penyedia : .......... [Nama Penyedia]

Alamat Penyedia : .......... [Alamat Penyedial

selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua/Penyedia"

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang yang dipesan adalah sebagai berikut:

Total Harga

Z. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerja;

3. Waktu penyelesaian: selama.........[Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan] sejak
Penandatangan Perjanjian Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia.

4. Alamat pengiriman barang : ...

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan

Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

......... [Tempat], ..........[tanggal bulan,tahun]
Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Kantor
Untuk dan Atas Nama [Alamat Satker]
.......... [Nama Penyedia], Pemesan,
......... .[Nama Pejabat] ceveeneee.[Nama Pejabat]
.......... [Nama Jabatan] cereeneen[Nama Jabatan PPK]

NIP. .......... [NIP Pejabat]
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(kop surat satker)
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : ..........[Nomor Berita Acara]
Tanggal : ......... [Tanggal Berita Acaral

Pada hari ini, ......... [Hari ditandatangani Berita Acaral tanggal.......... [Tanggal ditandatangani Berita
Acara] .......... [Bulan ditandatangani Berita Acara] tahun.......... [Tahun ditandatangani Berita Acara),
kami yang bertanda-tangan di bawah ini ;
I.Nama ... [Nama Penyedial

Jabatan S [Nama Jabatan] .......... [Nama Penyedia]

Alamat S verenes [Alamat Penyedia]

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Z.Nama ... [Nama PeJabat]
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabatan PPK]
Alamat ! eeevnres [Alamat Satker]

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : .......... [Nomor Surat Pesanan] tanggal.......... [Tanggal Surat
Pesanan], kedua-belah pihak sepakat untuk mengadakan Penerimaan Hasil Pekerjaan, dengan

ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima
dari PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan.......... [Nama Paket Pekerjaan] .......... [Jumlah
Produk/Barang] .......... Jumlah dengan Hurup] unit/Buah ... [Jenis Produk/barang] Pada
.......... [Nama Satker] tahun..........[Tahun Anggaran] dalam keadaan baik, lengkap dan benar sesuai

Surat Pesanan.
Pasal 2

Dengan telah dilakukannya Penerimaan Hasil Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menerima
pembayaran sebesar .......... [Total Harga] .......... [Total Harga Dengan Hurupl, yang akan dituangkan
dalam Berita Acara Pembayaran.,

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya,

.......... [Tempat],
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerima Hasil Pekerjaan, ... [Nama Penyedial,
.......... [Nama Pejabat] e[ NAMA Pejabat]

NIP. .........INIP Pejabat) ... [Nama Jabatan]



-31 -

Lampiran [ BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor @ ... [Nomor Berita Acara]
Tanggal @ ... [Tanggal Berita Acara)
NAMA DA N SPESIFEKA ST TEKNDS HASE. HASE.
NO BARANG /| PEEERIAAN Yolume | SATUAN CEX U KETERANG AN
| F5IK RUNGST
I | Nomor Produk/Barang]
.......... [Nama Produk/Barang}
.......... [Spesifikasi Produk/Barang)]
FIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
.......... [Nama Pejabat] e [Nama Pejabat)

NIF: ... [NIF Pejabat]
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(kop surat satker)
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor ; ..........[Nomor Berita Acara]
Tanggal : .......... [Tanggal Berita Acara]
Pada harni ini, .......... [Hari ditandatangani Berita Acara] tanggal.......... [Tanggal ditandatangani Berita
Acara) .......... [Bulan ditandatangani Berita Acara] tahun.......... [Tahun ditandatangani Berita Acaral,
yang bertanda-tangan di bawah ini :
I.Nama :...... [Nama FPeJabat]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.......... [Nama Jabatan PPK]
Kantor .......... [Nama Satker]
Alamat D evrernnnns [Alamat Satker]
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2 Nama D rreecesne Nama Pejabat]
Jabatan ! ceereaes .[Nama Jabatan] .......... [Nama Penyedia]
Alamat S [Alamat Penyedia]
untuk selanjutnya disebut FIHAK KEDUA.
B. Berdasarkan:
1. Nomor, Tanggal Surat Pesanan: ..........[Nomor Surat Pesanan] Tanggal..........[Tanggal Surat Pesanan]
2. Uraian Pekerjaan ! reeeens [Nama Paket Pekerjaan]
3. Biaya Pekerjaan ! vvereneses [Total Harga Paket]
e[ TOtal Harga Paket Dengan Hurup)
4. Berita Acara Serah Terima Nomor : .......... [Nomor Berita Acara] tanggal.......... [Tanggal Berita
Acara) antara Pejabat penerima Hasil Pekerjaan dengan .......... [Nama Penyedia]

D. Sesuai Berita Acara Serah Terima pada FPasal 02 ientang Biaya Pekerjaan dan Mekanisme
Pembayaran, FIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas biaya pekerjaan/ pengadaan

dari PIHAK PERTAMA sebesar .......... [Total Harga Paket] .......... [Total Harga FPaket Dengan
Hurup}.

E. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan pada .......... [Nama Bank]
e [NamMa KCP/Cabang Bank] atas nama ..........[Nama Penyedia]

Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

fakarta,
PIHAK KEDUA PIHAK FERTAMA
.......... [Nama Penyedia), Pejabat Pembuat Komitmen
.......... [Nama Jabatan PPK],
.......... [Nama PeJabat] oeeeeee.[NAMA Pejabat]

.......... [Nama Jabatan)] NIP: ..........[NIP Pejabat]
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KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

Tahun Anggaran I e 120UN ANggaran]

Nomor Bukti D vrveereren [Nomor Bukti]

Mata Anggaran S reenrannn [Kode MAK]
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen .......... [Nama Jabatan PPK]

Jumlaghuang || o, [Total Harga Paket]

Terbilang 1] ceee. [Total Harga Paket Dengan Hurup]

Untuk pembayaran Biaya .......... [Nama Paket Pekerjaan] sesuai Surat Pesanan Nomor:
-eeees[NOMOr Surat Pesanan] tanggal .......... [Tanggal Surat Pesanan]
dan BAST Nomor. .......... [Nomor Berita Acara] Tanggal ..........[Tanggal
Berita Acara]

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran | e [Tempat], .......... [tanggai,bulan,tahun]

Pejabat Pembuat Komitmen .......... [Nama
Jabatan PPK],

.......... [Nama Pelabat]
NIP. ..........[NIP PelJabat]

el [N@Ma Penyedial,

Materai 600§

.......... [Nama Pelabat]
.......... [Nama Jabatan]

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik,

Pejabat yang bertanggungjawab,

e [IN@Ma Pelabat]
NIP. .......... [NIP PeJabat]
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4. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN

LANGSUNG/LS SAMPAI DENGAN 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA
RUPIAH) BAGI BARANG:

(kop surat satker)

SURAT PESANAN
Nomor : ..........[Nomor Surat Pesanan]

Kepada Yth.
.......... [Nama Penyedia]
.......... [Alamat Penyedia]

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Paket Pekerjaan ... [Nama Paket Pekerjaan], dengan ini disampaikan
permintaan pengadaan barang sesuai dengan daftar pesanan berikut

No Nama Barang {Jenis/Tipe) Volume

Lh | | | B |

Demikian Pesanan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan paling lambat .......... [Jangka Waktu Pelaksanaan
Kegiatan] setelah menerima Surat Pesanan ini.

vveeeneee[ TEMpat], ..........[tanggal bulan, tahun)

Pejabat Pengadaan

oreeeeoo [ INE@MA Pejabat]
NIP. ..........[NIP Pejabat]

Alamat Pengiriman Barang :
ceereee.[NAIMa Satker)
-......... | Alamat Satker]
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S>. FORMAT DOKUMEN PENGADAAN DENGAN PEMBAYARAN

LANGSUNG/LS SAMPAI DENGAN 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA
RUPIAH) BAGI JASA LAINNYA

(kop penyedia)
Nomor ;... creereenn| TEMpAt], ..........[tanggal,bulan,tahun]
Lampiran
Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan
.......... [Nama Satker]
veeeeee-o | Alamat Satker]
Perihal : Penawaran Harga untuk pekerjaan ..........[Nama Paket Pekerjaan]
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Paket Pekerjaan .......[Nama Paket Pekerjaan], dengan ini kami

mengajukan Surat Penawaran Harga untitk kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Kegiatan Volume Harga Satuan Jumiah

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima Kasih.

.......... [Nama Penyedia]

.ereeeeee] TANdA tangan|

.......... [Nama wakil sah penyedia]
... Jabatan wakil sah penvedia]
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(kop surat satker)

SURAT PESANAN
Nomor : ..........[Nomor Surat Pesanan]

Kepada Yth.
oo [NAME Penyedia)
cieeene- Alamat Penyedia]

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Paket Pekerjaan .........[Nama Paket Pekerjaan], yang akan dilaksanakan pada
tanggal .........[Tanggal pelaksanaan kegiatan], bertempat di .......... [Nama Penyedia], dengan ini disampaikan rincian
kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, sebagai berikut :

No Kegiatan (Uraian Kegiatan) Volume

1

Apabtla Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebth lanjut, dapat menghubung: ......... [Nama
Satker], dengan alamat ..........[Alamat Satker].

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ceeeeneee| TEMpAL], ..........[tanggal,bulan,tabun]

Pejabat Pengadaan

e [IN@Ma Pejabat]
NIP. ..........[NIP Pejabat]



6. FORMAT

DOKUMEN
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PENGADAAN DENGAN
LANGSUNG/LS PENUNJUKAN LANGSUNG BAGI JASA LAINNYA

PEMBAYARAN

HPS
<vvereee.[Nama Paket Pekerjaan]
No Uraian Volume Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1
JUMLAH
Terbilang
.......... [Tempat], ..........[tanggal, bulan,tahun]

.........| Nama Jabatan Pe¢jabat Pembuat Komitmen]

ama Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. ..........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen]
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(Kop surat satker)

Nomor D erreenras ceeeeren TEMPAL], Lo, [tanggal,bulan,tahun]
Lampiran
Hal : Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Lainnya

Kepada Yth.

.e-remee. [ NAma Penyedia]
.......... [Alamat Penyedia]

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket pekerjaan Jasa Lainnya
sebagai berikut;
1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan > eeeem....[Nama Paket Pekerjaan]
Lingkup pekerjaan . eeeenn{Nama Paket Pekerjaan]
Nilai total HPS . Rp. .......... [Nilai Paket Pekerjaan].,-
(Terbilang)
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran ..........
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat L emeeennn [Nama Satker], .......... [Alamat Satker].
Website D e Alamat Email Satker],

Saudara diminta untuk memasukan Dokumen Isian Kualifikasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi | ..........7 ........

b. Pemberitahuan Hasil Evaluasi | ..........f ...
Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi

C. Pemberian Penjelasan /

d. Pemasukan Dokumen Penawaran !

e, Pembukaan Dokumen Penawaran TSN A

f. Evaluasi Penawaran I

£ Klanfikast Teknis dan Negosiasi | ... e,
Harga

h. Pengumuman pemenang | .......... Do,

. PenerbitanSPPBY | ... f o,

j. Penandatanganan Kontrak | ........ ! iceeerenns

Apabila perusahaan Saudara dinyatakan lulus kualifikasi maka Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian
penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami
lingkup pekerjaan.

Pemasukan Penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan diatas meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi,
Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak batas akhir
waktu pemasukan penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan,

peiriens [Nama Pejabat]
NIP. .........[NIP Pejabat)
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DAFTAR RINCIAN HARGA/SPESIFIKASI TEKNIS

vereeeneeo| IN@MA Paket Pekerjaan]
No Uraian Volume Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1
JUMLAH
Terbilang
Pejabat Pengadaan,
.ioeee...[Nama Pejabatj

NIP. .........[NIP Pejabat]
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BERITA ACARA Satuan Kerja :
EVALUASI/PENILAIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI creere[Nama Satker]
Pekeryaan : NOMOR
eneeee.[N@mMa Paket Pekerjaan]) TANGGAL :
Lampiran : Tabel Penilaian Evaluasi

Pada hari ini, .......... tanggal .......... puluh bulan .......... tahun .........., saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan .......[Nama Satker] Tahun Anggaran ......... , yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala
.......... [Nama Satker] Nomor ......... tanggal ........ Tentang ......... Tahun Anggaran ........, telah mengadakan rapat

Evaluasi/Penilaian dokumen prakualifikasi yang disampaikan perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses
penunjukan langsung pekerjaan .........[Nama Paket Pekerjaan].

Adapun Hasil Evaluasi/Penilaian dokumen prakualifikasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dokumen kualifikasi diterima Pejabat Pengadaan pada hari .......... tanggal .......... dari perusahaan/hotel yang
diundang untuk mengikuti proses penunjukan langsung pada tanggal .......... yaitu ..........[Nama Penyedia].

2. Selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi
yang disampaikan oleh ... (Nama Penyedia) dan menyatakan bahwa dokumen kualifikast yang disampaikan
benar dan lengkap, oleh karena itu ..........[Nama Penyedia) telah lulus kuvalifikasi administrasi dan teknis.

3. Kepada perusahaan tersebut diharapkan untuk mengikuti proses penunjukan langsung selanjutnya dengan

menyampaikan penawaran harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta
petunjuk teknisnya dan dokumen pengadaan.

Demikian Berita Acara Rapat Evaluasi Dokumen Kualifikasi Peserta penunjukan langsung ini dibuat dalam rangkap
secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan,

eeeeeao | INAMA Pejabat]
NIP. .........[NIP Pejabat]



EVALUASI/PENILAIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
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LAMPIRAN BERITA ACARA

Satuan Kerja :

veerene...[Nama Satker]

Pekerjaan :
cornven] N@ma Paket Pekerjaan]

NOMOR

TANGGOGAL ;

TABEL EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

NAMA PERUSAHAAN : ........[Nama Penyedia]

No

Uraian

Ada

Tidak
Ada

Lengkap

Tidak
Lengkap

Keterangan

Pakta Integritas

Formulir Isian Kualifikasi

Umum

Pernyataan

Umum

ljin Usaha

Izin Lainnya {jasa perhotelan)

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

Pengurus

Data Keuangan

Data Personalia

Data Fasilitas/peralatan/perlengkapan

Data Pengalaman Perusahaan

Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan
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(kop surat satker)
BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN/ Satuan Kerja :
AANWHZING eeeeennea [ NAmMa Satker]
Pekerjaan : NOMOR  : ...
emeeem.[Nama Paket Pekerjaan]
TANGGAL
Pada hari i, .......... tanggal ......... bulan ......... tahun .......... saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan ..........[Nama Satker] Tahun Anggaran .......... , yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala .......... [Nama
Satker] Nomor .......... tanggal .......... Tentang ........., Tahun Anggaran .......... , telah membetikan penjelasan-penjelasan

kepada Peserta yang hadir mengenai Dokumen Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta keterangan lainnya yang
berhubungan dengan pekerjaan .......... [Nama Paket Pekerjaan].

Adapun hasi| rapat penjelasan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

l. Rapat dibuka pada pukul .......... dan dipimpin oleh Pejabat Pengadaan.
2. Rapat dihadin juga oleh Pihak Perusahaan ..........[Nama Penyedia).
3. Pada rapat penjelasan Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan sesuai dengan dokumen pengadaan yang diberikan

kepada Peserta mengenai:

cara penyampailan Dokumen Penawaran:

kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawaran;

metode evaluasi:

hal-hal yang menggugurkan penawaran;

jenis kontrak yang akan digunakan;

spesifikasi teknis.

e Ao o

4. Perusahaan telah memahami lingkup pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan dan spesifikasi pekerjaan serta
tidak terdapat perubahan pada dokumen pengadaan.
5. Rapat ditutup pada pukul ...........

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ceeereeens [ INAMA Penyedia] Pejabat Pengadaan,

e [ INAIMA Wakil Sah Penvedia] @ 0202020200000 s [Nama Pejabat)
werenneens [ JAbAtan Wakil Sah Penyedia) NIP. .........[NIP Pejabat]
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BERITA ACARA Satuan Kerja :
EVALUASI PENAWARAN | ... [Nama Satker]
Pekerjaan : NOMOR D i
ceeeeeee.|[N@ma Paket Pekerjaan] TANGGAL : ...
Lampiran . Tabel Evaluasi

Pada hari ini, .......... tanggal .......... bulan ._........ tahun .......... saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan .........[Nama Satker] Tahun Anggaran .........., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala .........[Nama
Satker] Nomor .......... tanggal ......... Tentang ........ Tahun Anggaran ......., telah melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap pengajuan penawaran yang diberikan oleh .........[Nama Penyedia)] pada pekerjaan ..........[Nama Paket Pekerjaan].

Adapun hasil evaluasi tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
A. Dasar Penilaian
]. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;
2. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.
3. Dokumen Pengadaan;
4. HPS;
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
B. Hasil Penilaian
1. Dokumen penawaran diterima Pejabat Pengadaan pada tanggal .......... dari perusahaan/hotel yang
diundang untuk mengikuti proses penunjukan langsung yaitu ..........[Nama Penyedia).
2. Hasil evaluasi terhadap ke penawaran yang diajukan oleh ......... [Nama Penyedia] pada pekerjaan
.......... [Nama Paket Pekerjaan] adalah sebagai berikut:
No Nama Perusahaan Nama BDirektur Alamat HPS (Rp) Penawaran (Rp)
| e NAMA Penyedia] cernenene [ INGINA eeeeeeem:[Alamat Penyedia]
Direktur]

Hasil evaluasi terlampir.

3. Maka Panitia berketetapan mengambil keputusan menyatakan penawaran yang diajukan lengkap dan sesuai.
4. Proses pengadaan akan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi harga.

Demikian Berita Acara Rapat Evatuasi Dokumen Penawaran calon Peserta pelelangan ini dibuat dalam rangkap secukupnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan,

eooe.....[NAMa Pejabat]
NIP. ..........[NIP Pejabat]
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LAMPIRAN BERITA ACARA Satuan Kerja :
EVALUASI PENAWARAN e[ Nama Satker]
Pekerjaan : NOMOR
.......... [Nama Paket Pekerjaan] TANGGAL
TABEL EVALUASI
A. EVALUAS] ADMINISTRASI
No Uraian Hasul Keterangan
| | Surat Penawaran Harga Benar dan fengkap Sesuai
2 | Rincian Harga Benar dan lengkap Sesuai
3 | Jadwal pelaksanaan Benar dan lengkap Sesuai
B. EVALUASI TEKNIS
No Uratan Volume Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Ket
.......... [Nama Paket Pekerjaan]
1
Jumlah
C. KOREKSI ARITMATIK
NO ITEM PEKERJAAN Volume Satuan JUMLAH
HPS/OE PENAWARAN | >° 710 | %

.......... [Nama Paket Pekerjaan]

Jumlah

Pejabat Pengadaan,

-----

..... [Nama Pejabat]

NIP. .........[NIP Pejabat]
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(kop surat satker)
BERITA ACARA Satuan Kerja ;
KLARIFIKAS] DAN NEGOSIASI oeereeens NAINA Satker]
Pekerjaan : NOMOR
ceeeernen|[NAMa Paket Pekerjaan] TANGGAL
Lampiran -

Pada bari inj, ......... tanggal .......... bulan ......... tahun .......... saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan ..........[Nama Satker] Tahun Anggaran .........., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ..........[Nama
Satker] Nomor .......... tanggal .......... Tentang .......... Tahun Anggaran .......... , telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi
terhadap pengajuan penawaran yang diberikan oleh ..........[Nama Penyedia] pada pekerjaan .......... [Nama Paket Pekerjaan].
Adapun hasil evaluasi tersebut dapat kami uraikan sebagat berikut:
A. Dasar Penilalan

i. Keputusan Presiden Nomer 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara,

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjuk tekntsnya.

3. Dokumen Pengadaan,;

4. HPS;

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK):;
B. Hasil Penilaian

Adapun berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh veeeeenn[NAME

Penyedia] pada pekerjaan .........[Nama Paket Pekerjaan] diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

St Penawaran Hasil Klarifikasi
Item Pekerjaan Volume ;Pg" Jumlah HPS Negosiasi
(Rp) Satuan Satuan f
R Jumlah (R Jumlah (R
(Rp) (Rp) umlah (Rp} (Rp) (Rp)
oeenneen N@ama Paket Pekerjaan]
Jumlah
Dengan demikian maka telah disepakati bersama hasil penawaran adalah sebesar Rp. ...........- (Terbilang).

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi penawaran harga ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.........[Nama Penyedia] Pejabat Pengadaan,
e fNama Wakil Sah Penyedia] ..o [NAMA Pejabat]

.......... [Jabatan Wakil Sah Penyedia NIP. ......... [NIP Pejabat]
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BERITA ACARA Satuan Kerja :
HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG cerrerene[NAME Satker]
Pekerjaan ;
weeneeno | NAMA Paket Pekerjaan] NOMOR
TANGGAL ...
Pada han i, .......... tanggal ......... bulan .......... tahun .......... saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan .......... [Nama Satker] Tahun Anggaran .........., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ..........[Nama
Satker] Nomor .......... tanggal .......... Tentang .......... Tahun Anggaran .......... , ielah melaksanakan seluruhb proses penunjukan
langsung pada pekerjaan .........[Nama Paket Pekerjaan] yang akan dilaksanakan cleh .......... [Nama Penyedia).

Adapun hasil dari proses penunjukan langsung dapat kami uraikan sebagai berikut:
A. Dasar Penilaian
a. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara,

b. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya,
¢. Dokumen Pengadaan;
d. HPS;
e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
B. Hasil
. Dokumen kualifikasi diterima Pejabat Pengadaan pada tanggal .......... dari perusahaan/hotel yang diundang untuk
mengikuti proses penunjukan langsung pada tanggal .......... yaitu ......... [Nama Penyedia];
2. Evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikanoleh ... [Nama
Penyedia] dilakukan sesuai Berita Acara Evaluasi/Penitaian Dokumen Prakualifikasi Nomor .......... tanggal ..........;
3. Rapat penjelasan/aanwijzing dilakukan sesuai Berita Acara Aanwijzing Nomor .......... tanggal .......... ;
4. Dokumen penawaran diterima Pejabat Pengadaan pada tanggal ......... dari perusahaan/hotel yang diundang untuk
mengikuti proses penunjukan langsung vaitu .......... [Nama Penyedia];
5. Evaluasi terhadap ke penawaran yang diajukan oleh .......... [Nama Penyedia] dilakukan sesuai Berita Acara Evaluasi
Penawaran Nomaor .......... tanggal ......... .
6. Klarifikasi dan negosiasi terhadap ke penawaran yang diajukan oleh ....... [Nama Penyedia] dilakukan sesuai
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor .......... tanggal ...........
7. Hasil dari proses penunjukan langsung adalah sebagai berikut:
No Nama Perusahaan Nama Direktur Alamat Harga Penawaran Harga Kesepakatan
(Rp) (Rp)
I TR [Nama Penyedia] o[ Nama | JAlamat Penyedia] | = ...
Direktur]
B Penetapan ........[Nama Penyedia] sebagai pemenang dalam proses penunjukan
langsung akan dengan Surat Ketetapan Pejabat Pengadaan .......... [Nama Satker].

Demikian Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan,

o..........Namg Pejabat]
NIP. .......... [NIP Pegjabat]




Memmbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Tembusan Yth :
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(kop surat satker)

SURAT PENETAPAN
Nomor :
TENT A N G

PENUNJUKAN PENYEDIA PENGADAAN .......... [INAMA PAKET PEKERJAAN]

d.

bahwa proses penunjukan langsung .......... [Nama Paket Pekerjaan] telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu
menetapkan pemenang .......... [Nama Paket Pekenjaan].

. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;

Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor ......... . tanggal ...........
MENETAPKAN

Menunjuk perusahaan dlbawah ini ;

Nama Perusahaan ; ....[Nama Penyedia]
NPWP ; .[NPWP Penyedia]
Alamat : ”..,.....[Alamat Penyedial
Harga penawaran ;
Harga setelah negosiasi
sebagal pemenang Pekerjaan :

...[Nama Paket Fekerjaan]
Nllal Tnta[ HPS D rveeeees

Nilai Pekerjaan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di D rerrrees
pada tanggal D eveeveeas

Pejabat Pengadaan,

e[ INAMA Pejabat]
NIP. .........[NIP Pejabat)

| D [Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen];
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan ......... [Nama Satker}];
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(kop surat satker)
Nomor D e ceeneeeeee TEmMpat}], ..........[tanggal, bulan,tahun]
Lampiran : -
Hal . Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan .......... [Nama Paket Pekerjaan]
Kepada Yth.
.......... [Nama Penyedia]
di
.......... [Alamat Penyedia)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor .......... tanggal ..........perihal Penawaran Pekerjaan

cewee--. N@ma Paket Pekerjaan] dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. .......... [Nilai Penawaran],- (Terbilang) kami

nyatakan diterima/disetujui,

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/lasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) paling fambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 4
Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja ..........[Nama Satker]
<ee..--..[NAMA Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

eoeeeen. [ NAMA Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. ..........[NIP Pe¢jabat Pembuat Komitmen]

Tembusan Yth. :
1. KPA ... [Nama Satker].
2. Pejabat Pengadaan .........[Nama Satker].
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(kop surat satker)
SURAT PERJANIJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya;
<eremne-..[Nama Paket Pekerjaan]

Nomor ..........

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak™} dibuat dan ditandatangani di ..........
pada hari .......... tanggal .......... bulan ......... tahun .......... antara .......... {Nama Pejabat Pembuat Komitmenj, selaku
.......... [Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen], yang bertindak untuk dan atas nama ........[Nama Satker], yang
berkedudukan di .........[Alamat Satker], Berdasarkan Surat Keputusan Kepala .......... [Nama Satker] Nomor .......... Tahun
vorees fanggal ... Tentang ........ Tahun Anggaran ......... (selanjuinya disebut “PPK"} dan .........[Nama Wakil Sah
Penyedia] (.......... {Jabatan Wakil Sah Penyedia]), yang bertindak untuk dan atas nama ........[Nama Penyedia], yang
berkedudukan di ..........[Alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notans Nomor .......... tanggal .......... yang dikeluarkan cleh
.......... (selanjutnya disebut “Penyedia”).

MENGINGAT BAHWA:

(2) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan .......... [Nama Paket Pekerjaan] sebagaimana diterangkan
dalam Svarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Lainnya™);

(b} Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta
telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak
ini;

{(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakil;

(d} PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing
pihak;
1)} telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam
Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi vang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp. ......... [Nilai Paket Pekerjaan],-
{Terbilang);

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam
lampiran Surat Perjaniian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

pokok perjanjian;

surat penawaran,

daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

spesifikasi khusus;

spesifikasi umum;

gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHPL.

T Fe MmN AN oR

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan
dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia,
2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia,
3} memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada
Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajpban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
Kontrak;



2)

3)
4)

3)

6)
7)

8)
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meminta fasihtas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan vang telah
ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yvang difakukan PPK;
menyeraltkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

mengambil |angkah-langkah vyang cukup memadai untuk melindungi [ingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak
dengan tanggal mulai sesuai SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat
Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas
dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama ..........[Nama Satker] Untuk dan atas nama Penyedia
.......... [Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] eenr-eo..[NamMa Penyedia]
e 1NA@MA Pejabat Pembuat Komitmen] . [Nama Wakil Sah Penvedia]

NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen] ..eeee..[Jabatan Wakil Sah Penyedia]
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(kop surat satker)
SURAT PERINTAH KERJA] SATUAN KERJA : .........[Nama Satker]
(5PK) NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Halaman .......... dar1 .......... tanggal .........

PAKET PEKERJAAN: ........[Nama | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN

Paket Pekerjaan] LANGSUNG:
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN

LANGSUNG:
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA ... [Nama Satker] Tahun Anggaran ......... Pada Kegiatan Instansi .......... ,

Kode Anggaran ..........

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : ...

NILAI PEKERJAAN

No. Uraian Pekerjaan Kuantitas Siﬁ:i?} Harga Satuan (Rp) Total (Rp)

eerereens IN2ma Paket Pekerjaan]

l

Jumlah

Terbilang : {Terbilang]

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar
denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender
keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum
SPK terlampir,

Untuk dan atas nama .......... [Nama Satker] Untuk dan atas nama Penyedia
eureenes[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen}] <[ Nama Penyedia]
veoeeen.[INBMA Pejabat Pembuat Komitmen] | ... [Nama Wakil Sah Penyedial

NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen] ......... Jabatan Wakil Sah Penyedia)




.52 .

24,

25,

26.

27.

28,

29,

30,

31.

32,

33.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK,

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYEDIA JASA MANDIRI
Penvedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.

b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan
jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk
membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan vang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh
penvedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat
mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta
mengtji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu
selama 6 {(enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum
yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan
seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger)
atau akibat fainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dafam
SPMK.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal Karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yvang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK} sehubungan dengan klaim yang
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timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

4) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil,

5) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

6) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,
semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia,
kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat
Ini.

34. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan cleh penyedia.

35. PENGUIIAN
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mute maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut, Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

36. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di
lokasi pekerjaan.

37. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal
Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tangga! Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi
atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

38. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

¢. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat Kkekurangan-kekurangan dan/atan cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

¢. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

39. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat dicbah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1} perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga

mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan,
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul
PPK.

40. PERISTIWA KOMPENGSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi peiaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian temyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan,

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh
PPK.;
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8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

¢. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan
oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan wakiu
akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatast dampak Peristiwa Kompensasi.

41. PERPANJANGAN WAKTU
a. lJika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penvedia berhak untik meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas PeKerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPX jika perpanjangan tersebut mengubah
Masa SPK.
b. PPK dapat menvetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang

diajukan oleh penyedia.

42. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
telah dicapat, termasuk:
1) biava langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus
diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
3) biaya langsung demcbilisasi personil.
¢. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;
2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan,
3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan} hari dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)
dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditanik selama 28 (dua puluh delapan) hari,
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesual dengan vang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;
9} penvyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atau
10)pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1} penvedia membayar denda; dan/atau
2} penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

43. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran difakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3} pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan satuan paket Fullboard yang telah

dilaksanakan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyvedia harus sudah
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-

hal yang sedang men '!adi perselisihan.
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44,

45,

e. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai pada no rekening perusahaan

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera tanji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan
yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menernima komisi atau keuntungan

tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat
int merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK m.
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(kop surat satker)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (5PMK)

Nomor : ...
Tanggal : ..........
Paket Pekerjaan ! eeee....[Nama Paket Pekerjaan]
Yang bertanda tangan di bawabh ini:
.....[Nama Pejabat Pembuat Komitmen]
........Natna Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
...[Alamat Satker]
selanjutnya disebut sebagai ..........[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen],
berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : .......... tanggal .........., bersama ini memerintahkan:
ceereneen: INEMA Penyedia]
.......... [Alamat Penyedia]
yang dalam hal ini diwakili oleh: ... [Nama Wakil Sah Penyedia} (.......... [Jabatan Wakil Sah Penyedia])

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

6. Macam pekerjaan: ..........[Nama Paket Pekerjaan],

7. Tanggal mulaikerja : ..........;

8. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

9. Waktu penyelesaian: selama .......... dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ...

10. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedla akan dikenakan Denda

Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebeium PPN
sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak,

Untuk dan atas nama ..........[Nama Satker} Untuk dan atas nama Penyedia
.....[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] er-..[Nama Penyedia)
.......... [Nama Pejabat Pembuat Komitmen] e INAIMA Wakil Sah Penyedia]

NIP. .........[NIP Pejabat Petnbuat Komitmen] .........[ Jabatan Wakil Sah Penyedia]
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. : Satuan Kerja ;
Berita Acara Serah Terima oo [Nama Satker]
Pekerjaan : NOMOR
ceeere.J]Nama Paket Pekerjaan]
TANGGAL
Pada hari ini, .......... tanggal ......_... bulan .......... tahun .........., kami yang bertandatangan dibawah mi :

1. Nama . o] Nama Pejabat Penanggungjawab Kegiatan 1]

Jabatan . ..........[Nama Jabatan Penanggungjawab Kegiatan 1]
2. Nama * e[ Nama Pejabat Penanggungjawab Kegiatan 2]

Jabatan : vee..]Nama Jabatan Penanggungjawab Kegiatan 2]
3. Nama { en......[Nama Pejabat Penanggungjawab Kegiatan 3]

Jabatan :..........]Nama Jabatan Penanggungjawab Kegiatan 3]
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
l. Nama : oo [Nama Wakil Sah Penyedia]

Jabatan ©veeooo[Jabatan Wakil Sah Penyedia] .........[Nama Penyedia)

Alamat T weeenns|Alamat Penyedia)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..........[Nama Penyedia] yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan Pekerjaan .........[Nama Paket Pekerjaan], dari
PIHAK KEDUA yang telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : .......... tanggal ..........
dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor © .......... tanggal ...........

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengadaan dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA

. .......[Nama Pejabat Penanggungjawab
Kegiatan [] ...

2. ........[Nama Pejabat Penanggungjawab
Kegiatan 2]: ......ccoeeeee.

3. ......[Nama Pejabat Penanggungjawab
Kegiatan 3] .oennnnn,

Pihak Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA
.......... [Nama Penyed:a]

coreee..[NaMa Wakil Sah Penvedia]
... J@batan Wakil Sah Penyedia]
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(kop surat satker)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Lembaga I eeereen. IN@ma Instansi] Nomor

Satuan Kerja  eeeee.(Nama Satker] Tanggal

PEKERJAAN :  ......[Nama Paket Pekerjaan], sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : .......... tanggal ...........
LOKASI :

Pada hart m kami yang bertanda tangan di bawah ini:

. Nama : ......[Nama Pegjabat Pembuat Komitmen]
Jabatan . ..........[Nama Jabatan Pejabat Pembuat Kormitmen]
Alamat > eewe.....[Alamat Satker].

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......... [Nama Satker], berdasarkan Surat Keputusan ......... Nomor .........
Tahun .......... tanggal .._....... Tentang .......... Tahun Anggaran .........., vang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Il. Nama '@ ... [Nama Wakil Sah Penyedia)

Jabatan . e[ Jabatan Wakil Sah Penyedia] ... [Nama Penvedia]

NPWP D eeveene [ NPWP Penyedia)

Alamat D e[ Alamat Penyedia]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .........JNama Penyedia] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan berdasarkan:

1. Berita Acara Serah Terima Nomor : .......... tanggal ..........
2. Surat Penanjian/Kontrak Nomor : .......... tanggal ...........
Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp. ..........[Nilai Paket Pekerjaan),- (Terbilang).

Demikian Berita Acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama ..........[Nama Satker] Untuk dan atas nama Penyedia
......e-{IN@Ma Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] cvereeeene NAMA Penyedia}
oreeee..[INAMA Pejabat Pembuat Komitmen] e[ NamMa Wakil Sah Penyedial

NIP. .........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen] .rueee [ JAbatan Wakil Sah Penyedia}



RINGKASAN KONTRAK
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(kop surat satker)

untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Output/Akun
3. Nomor dan tanggal SPMK
Nomor dan tanggal SPK
Nomor dan tanggal Perjanjian
4.  Nama Kontraktor/Perusahaan
5. Alamat Kontraktor/Perusahaan
6. Nilai SPK/ Kontrak
7. Uraian dan Volume Pekerjaan
8. Cara Pembavaran
Rekening Bank Penyedia
9. Jangka Waktu Pelaksanaan
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
[1. Jangka Waktu Pemeliharaan
12. Ketentuan Sanksi
Catatan :
Apabila tegadi addedum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya

KEPALA ARSIP NASION

ceeeeee--[INOomor DIPA] tanggal .........[Tanggal DIPA]

veeeeeo. | Kode Kegiatan/QOutput/Akun]

* cereeeee [ NOmMor SPMK] tanggal .. ... [Tanggal SPK]

- o[ NOmor SPK] tanggal ..........{Tanggal SPK}

- veeern..[NOmor Perjanjian] tanggal ..........[Tanggal Perjanjian]
.....[Nama Penyedia]

eevemneee-] Alamat Penyedia]

Rp. ..........[Nilai Paket Pekerjaan],- (Terbilang)

..--....|INama Paket Pekerjaan]

Sekaligus

... [Nama Bank/Kantor Cabang Penvedia]

.......... [Nomor Rekening Bank]

a.n, .........[Nama Pemilik Rekening Bank]

e[ Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan]

mulai tanggal .......... s.d. ..........

llllllllll

Setiap hari keterlambatan pekerjaan dikenakan sanksi sebesar 1/1000 (satu
per seribu} dari harga yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

ceeeee.o[ Tempat], .........[tanggal bulan,tahun]
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
<o [NAamMa Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen],

coeere-ee- [ N@Ma Pejabat Pembuat Komitmen]
NIP. ..........[NIP Pejabat Pembuat Komitmen]

REPUBLIK INDONESIA,

/

MUSTARI IRAWAN




